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Abstrak 
Artikel ini membahas hubungan antara perpajakan, kewirausahaan, dan peningkatan pendapatan rumah 
tangga sebagai satu rangkaian kebijakan ekonomi yang saling memengaruhi. Kewirausahaan rumah 
tangga—baik dalam bentuk usaha mikro, pekerjaan mandiri, usaha keluarga, maupun usaha kecil yang 
berkembang—dapat menjadi sumber pendapatan, diversifikasi risiko, penciptaan aset, dan mobilitas 
sosial. Namun kapasitas kewirausahaan tidak hanya ditentukan oleh keberanian individu. Ia dipengaruhi 
oleh struktur pasar, akses modal, keterampilan, teknologi, pelayanan publik, kepastian hukum, dan 
desain perpajakan. Sistem pajak yang sederhana, proporsional, mudah dipahami, dan terhubung dengan 
manfaat formalisasi dapat menurunkan biaya masuk ke ekonomi formal serta mendorong usaha 
bertumbuh. Sebaliknya, administrasi yang rumit, ketidakpastian, dan lompatan kewajiban yang terlalu 
besar dapat menahan ekspansi usaha atau mendorong informalitas. Dalam konteks Indonesia tahun 
2026, artikel membahas penyempurnaan kebijakan PPh Final UMKM melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 20 Tahun 2026, termasuk pemertahanan tarif 0,5 persen bagi kelompok wajib pajak tertentu, 
batas peredaran bruto Rp4,8 miliar, serta perlakuan atas bagian omzet sampai Rp500 juta bagi wajib 
pajak orang pribadi sesuai ketentuan. Pembahasan tidak berhenti pada tarif pajak, tetapi 
menghubungkannya dengan pembukuan, akses kredit, ketahanan rumah tangga, tenaga kerja keluarga, 
gender, digitalisasi, risiko usaha, dan kualitas belanja publik. Artikel mengusulkan kerangka “Siklus 
Kewirausahaan–Pendapatan–Fiskal”: kemudahan berusaha mendorong formalisasi; formalisasi 
memperbaiki pencatatan dan akses pembiayaan; produktivitas meningkatkan laba dan pendapatan 
keluarga; peningkatan pendapatan memperkuat tabungan serta konsumsi produktif; aktivitas ekonomi 
memperluas basis pajak; dan penerimaan yang dikelola dengan baik membiayai layanan publik yang 
kembali meningkatkan produktivitas. Di bagian akhir disajikan agenda kebijakan, indikator kinerja, studi 
kasus naratif, dan agenda penelitian untuk menjadikan pajak sebagai bagian dari ekosistem 
kewirausahaan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan. 

Kata Kunci 
pajak; kewirausahaan; pendapatan rumah tangga; UMKM; usaha mikro; PPh Final; formalisasi; inklusi 
keuangan; ketahanan ekonomi; kesejahteraan; Indonesia 

1. Pendahuluan: Dari Pajak menuju Kesejahteraan Rumah Tangga 
Pembahasan tentang pajak sering berhenti pada penerimaan negara, tarif, kepatuhan, dan 

administrasi. Sementara itu, kewirausahaan lazim dibicarakan melalui inovasi, peluang pasar, 
pembiayaan, dan penciptaan usaha. Di tingkat rumah tangga, keduanya bertemu secara langsung. 
Seorang pedagang kecil, petani pengolah pangan, pemilik bengkel, penjual daring, atau penyedia jasa 
rumah tangga menjalani kehidupan ekonomi yang tidak terbagi dalam kotak-kotak kebijakan. Pajak, biaya 
usaha, cicilan, konsumsi keluarga, pendidikan anak, kesehatan, dan tabungan berada dalam satu arus 
kas. 

Karena itu, hubungan antara perpajakan dan pendapatan rumah tangga perlu dipahami melalui 
kewirausahaan sebagai mekanisme penghubung. Rumah tangga memulai usaha untuk menambah 
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pendapatan, mengatasi keterbatasan pekerjaan formal, memanfaatkan keterampilan, atau mengejar 
kemandirian. Jika usaha tumbuh, rumah tangga memperoleh laba dan aset. Jika usaha mempekerjakan 
orang lain, manfaat meluas ke masyarakat. Namun usaha kecil juga memiliki kerentanan: modal tipis, arus 
kas tidak stabil, pencatatan terbatas, ketergantungan pada pemilik, dan risiko guncangan. 

Desain pajak dapat memperkuat atau memperlemah perjalanan tersebut. Sistem yang sederhana dan 
proporsional mengurangi biaya kepatuhan. Sistem yang sulit diprediksi dapat menahan formalisasi. Pajak 
yang dihubungkan dengan layanan publik yang baik—jalan, pendidikan, kesehatan, internet, keamanan, 
dan administrasi—dapat meningkatkan produktivitas rumah tangga. Dengan demikian pajak memiliki efek 
dua arah: mengurangi pendapatan tersedia pada saat dibayar, tetapi dapat meningkatkan kemampuan 
menghasilkan pendapatan jika penerimaan dikonversi menjadi barang publik yang produktif. 

Di Indonesia, isu ini sangat relevan karena sebagian besar unit usaha berskala mikro dan kecil, banyak 
di antaranya beririsan dengan ekonomi rumah tangga. Perubahan kebijakan PPh Final UMKM pada 2026 
memperlihatkan upaya pemerintah mempertahankan kesederhanaan bagi kelompok sasaran sambil 
menajamkan fairness. Kebijakan tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari agenda lebih besar: bagaimana 
usaha kecil dapat masuk sistem formal, membangun pembukuan, mengakses pembiayaan, dan 
meningkatkan pendapatan. 

Artikel ini menggunakan perspektif manajemen, ekonomi publik, dan kewirausahaan. Pertanyaan 
dasarnya bukan “berapa pajak optimal bagi usaha kecil?” secara sempit, melainkan “bagaimana sistem 
pajak dapat dirancang sehingga kewirausahaan tetap tumbuh, rumah tangga lebih sejahtera, dan 
kapasitas fiskal negara menjadi lebih kuat secara berkelanjutan?”. 

2. Rumah Tangga sebagai Unit Ekonomi dan Unit Kewirausahaan 
Rumah tangga adalah unit konsumsi sekaligus unit produksi. Dalam banyak usaha mikro, batas antara 

keuangan bisnis dan keluarga tidak tegas. Modal awal dapat berasal dari tabungan keluarga, keuntungan 
usaha dipakai untuk biaya sekolah, rumah menjadi lokasi produksi, kendaraan pribadi dipakai untuk 
distribusi, dan anggota keluarga menjadi tenaga kerja. 

Karakter ini menjelaskan mengapa kebijakan kewirausahaan tidak dapat hanya menggunakan model 
perusahaan formal. Risiko usaha langsung menjadi risiko kesejahteraan. Ketika penjualan turun, konsumsi 
keluarga ikut turun. Ketika anggota keluarga sakit, produksi berhenti. Ketika biaya sekolah naik, modal 
kerja dapat terpakai. 

Kewirausahaan rumah tangga juga berfungsi sebagai mekanisme diversifikasi pendapatan. Petani 
dapat memiliki warung, pekerja formal dapat menjalankan bisnis daring, ibu rumah tangga dapat 
memproduksi makanan, dan pemuda dapat menyediakan jasa digital. Diversifikasi mengurangi 
ketergantungan pada satu sumber penghasilan. 

Namun tidak semua kewirausahaan merupakan entrepreneurship berbasis peluang. Sebagian 
bersifat necessity entrepreneurship karena pilihan kerja formal terbatas. Perbedaan ini penting. Pelaku 
berbasis peluang mungkin mengejar pertumbuhan, sedangkan pelaku subsisten lebih berfokus pada 
stabilitas pendapatan. Kebijakan pajak dan pembiayaan perlu proporsional terhadap kondisi tersebut. 

Rumah tangga juga membuat keputusan intertemporal. Laba dapat dikonsumsi sekarang atau 
diinvestasikan kembali. Pajak memengaruhi trade-off tersebut karena mengurangi cash flow jangka 
pendek. Karena itu timing pembayaran dan kemudahan administrasi penting bagi usaha kecil. 
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Jika pajak terlalu rumit, rumah tangga mungkin memilih tetap informal. Jika formalitas memberi akses 
kredit, pasar, dan perlindungan, rumah tangga memperoleh insentif untuk masuk sistem. Ini menunjukkan 
bahwa kepatuhan pajak tidak berdiri sendiri; ia dipengaruhi nilai ekonomis status formal. 

Dari perspektif kesejahteraan, tujuan akhirnya bukan sekadar omzet meningkat, melainkan 
kemampuan rumah tangga membiayai konsumsi layak, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, 
perlindungan risiko, dan tabungan. Ukuran kebijakan kewirausahaan harus memasukkan dimensi 
tersebut. 

3. Kewirausahaan sebagai Mesin Mobilitas Pendapatan 
Kewirausahaan dapat meningkatkan pendapatan melalui beberapa mekanisme. Pertama, usaha 

menciptakan sumber pendapatan tambahan di luar upah. Kedua, pemilik dapat memperoleh return atas 
modal dan keterampilan. Ketiga, usaha yang bertumbuh menciptakan pekerjaan bagi anggota keluarga 
atau pekerja lain. Keempat, aset usaha dapat menjadi bentuk kekayaan produktif. 

Namun hubungan antara kewirausahaan dan pendapatan tidak otomatis positif. Banyak usaha mikro 
menghasilkan pendapatan rendah dan tidak stabil. Survival bias juga dapat menyesatkan: kita sering 
melihat pengusaha sukses tetapi tidak melihat banyak usaha yang berhenti. Karena itu kualitas 
kewirausahaan lebih penting daripada jumlah pelaku. 

Produktivitas merupakan kunci. Usaha yang menggunakan teknologi lebih baik, memiliki akses pasar, 
mengelola stok, membangun merek, dan mencatat keuangan cenderung memiliki margin lebih tinggi. 
Kebijakan harus mendorong peningkatan produktivitas, bukan sekadar pembentukan usaha baru. 

Akses pasar juga menentukan. Rumah tangga dapat memiliki keterampilan tetapi tanpa pelanggan 
yang cukup pendapatan tidak meningkat. Digital platform dapat memperluas pasar, tetapi persaingan juga 
semakin kuat. Kualitas produk, reputasi, dan layanan menjadi penting. 

Kewirausahaan juga menghasilkan learning. Pemilik belajar negosiasi, pemasaran, pembukuan, dan 
manajemen risiko. Human capital ini dapat meningkatkan peluang pendapatan di masa depan bahkan jika 
usaha pertama gagal. 

Pajak sebaiknya tidak mengganggu proses learning pada tahap awal. Sistem yang sederhana memberi 
ruang bagi pemilik fokus pada bisnis. Namun pembukuan tetap perlu diperkenalkan sejak dini karena 
kemampuan memahami laba dan cash flow merupakan fondasi pertumbuhan. 

Kebijakan yang tepat menyeimbangkan simplicity dan capability building. Usaha kecil tidak dipaksa 
langsung menggunakan sistem kompleks, tetapi juga tidak dibiarkan tanpa pencatatan. Dengan demikian 
pajak dapat menjadi pintu masuk literasi bisnis. 

4. Bagaimana Pajak Memengaruhi Keputusan Memulai Usaha 
Keputusan memulai usaha dipengaruhi expected return, risiko, modal, keterampilan, peluang pasar, 

dan biaya regulasi. Pajak masuk sebagai bagian dari expected cost. Namun bagi usaha mikro, biaya 
administrasi sering sama pentingnya dengan tarif. 

Calon pengusaha bertanya: apakah harus mendaftar? Apakah prosedur sulit? Berapa yang harus 
dibayar? Apakah aturan akan berubah? Apakah saya perlu akuntan? Ketidakpastian dapat memiliki efek 
deterrent lebih besar daripada nominal pajak kecil. 
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Karena itu entry-friendly tax system penting. Registrasi sederhana, informasi jelas, kalkulasi mudah, 
dan ambang perlakuan yang masuk akal dapat menurunkan psychological barrier. Pelaku dapat mulai 
formal tanpa takut menghadapi birokrasi yang tidak dipahami. 

Namun insentif untuk masuk formal harus lebih luas. Status formal perlu terhubung dengan rekening 
bisnis, kredit, pengadaan, sertifikasi, marketplace, dan perlindungan kontrak. Pajak menjadi satu bagian 
dari paket formalitas yang bermanfaat. 

Sistem juga harus menghindari cliff effect. Jika sedikit peningkatan omzet menyebabkan lompatan 
kewajiban yang besar, pengusaha mungkin menahan pertumbuhan atau memecah usaha. Graduation 
mechanism diperlukan agar perubahan beban lebih bertahap. 

Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, liquidity constraint sangat penting. Pajak yang dihitung dari 
omzet dapat sederhana, tetapi pembayaran tetap keluar meski margin tipis. Karena itu penting memahami 
perbedaan antara omzet dan laba. 

Kebijakan 2026 yang mempertahankan PPh Final 0,5 persen bagi kelompok tertentu bertujuan 
menjaga simplicity, namun pelaku perlu tetap memahami bahwa skema final berbasis omzet memiliki 
karakter berbeda dari pajak berdasarkan laba. 

Desain terbaik bukan semata tarif rendah, tetapi kombinasi tarif, ambang, administrasi, timing, dan 
manfaat formalitas. Semuanya memengaruhi keputusan entrepreneur. 

5. PP Nomor 20 Tahun 2026: Kesederhanaan, Targeting, dan Fairness 
PP Nomor 20 Tahun 2026 mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 dan mulai berlaku pada 22 April 2026. 

Dalam konteks usaha kecil, kebijakan ini mempertahankan PPh Final sebesar 0,5 persen dengan batas 
peredaran bruto tertentu sebesar Rp4,8 miliar per tahun untuk kelompok wajib pajak yang memenuhi 
kriteria. 

Fasilitas tersebut difokuskan pada wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan 
oleh satu orang, dan koperasi. Bagi orang pribadi dan perseroan perorangan yang memenuhi ketentuan, 
pemanfaatan tarif final tidak lagi dibatasi jangka waktu tertentu sebagaimana pengaturan sebelumnya, 
sedangkan koperasi tetap memiliki batas waktu empat tahun sejak terdaftar. 

Ketentuan bahwa bagian peredaran bruto sampai Rp500 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi 
tidak dikenai PPh tetap dipertahankan. Bagi usaha rumah tangga skala kecil, perlakuan ini penting karena 
melindungi lapisan pendapatan usaha yang paling rendah. 

Pada saat yang sama, skema baru lebih selektif. Badan tertentu seperti CV, firma, PT selain perseroan 
perorangan, serta BUMDes/BUMDesma tidak lagi menjadi kelompok baru yang dapat menggunakan 
fasilitas final 0,5 persen, dengan ketentuan transisi sesuai regulasi. Ini menunjukkan perubahan dari 
simplifikasi umum menuju targeting. 

Dari perspektif kewirausahaan, targeting memiliki dua tujuan: menjaga kemudahan bagi pelaku yang 
benar-benar memerlukan, dan mencegah arbitrase seperti firm splitting. Tanpa fairness, usaha yang patuh 
dapat merasa dirugikan oleh struktur yang sengaja dibentuk untuk mempertahankan fasilitas. 

Namun perubahan aturan perlu diikuti edukasi. Pelaku harus memahami apakah mereka termasuk 
subjek fasilitas, bagaimana menghitung omzet, dan kapan menggunakan ketentuan umum. Kesalahan 
informasi dapat menimbulkan ketakutan yang justru menghambat formalitas. 
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Kebijakan pajak yang baik bukan hanya teks regulasi tetapi pengalaman implementasi. Kualitas portal, 
layanan penyuluhan, konsistensi petugas, dan kemudahan koreksi menentukan bagaimana aturan 
diterjemahkan di tingkat rumah tangga. 

6. Pajak, Arus Kas, dan Pendapatan yang Dapat Dibelanjakan 
Bagi rumah tangga wirausaha, cash flow sering lebih penting daripada laba akuntansi. Penjualan dapat 

tinggi tetapi pembayaran pelanggan terlambat, stok harus dibeli di muka, dan biaya rumah tangga berjalan 
setiap hari. Pajak yang jatuh tempo pada saat likuiditas rendah dapat menimbulkan tekanan. 

Karena itu pengusaha perlu membedakan revenue, profit, cash flow, dan disposable household 
income. Omzet adalah total penjualan; laba adalah selisih pendapatan dan biaya; cash flow menunjukkan 
arus uang; pendapatan rumah tangga adalah bagian yang tersedia setelah kebutuhan bisnis dan 
kewajiban. 

Skema pajak berbasis omzet sederhana tetapi tidak memperhitungkan margin. Dua usaha dengan 
omzet sama dapat memiliki laba sangat berbeda. Warung dengan margin tipis dan jasa profesional dengan 
margin tinggi dapat menanggung persentase pajak yang sama atas omzet. 

Kesederhanaan tetap berharga karena biaya akuntansi rendah. Namun ketika usaha bertumbuh, 
pembukuan berbasis laba memberi gambaran ekonomi lebih akurat. Karena itu graduation harus 
dipandang sebagai peningkatan kapasitas manajemen, bukan semata peningkatan pajak. 

Pencatatan cash flow membantu rumah tangga memisahkan uang usaha dan uang keluarga. Praktik 
ini sederhana tetapi transformative. Pemilik dapat melihat berapa yang aman ditarik untuk konsumsi, 
berapa untuk modal kerja, dan berapa untuk pajak. 

Pemerintah dan lembaga keuangan dapat mendorong rekening terpisah serta aplikasi sederhana. 
Ketika data transaksi rapi, usaha lebih mudah memperoleh kredit dan rumah tangga lebih mudah 
merencanakan keuangan. 

Dengan demikian, dampak pajak terhadap pendapatan rumah tangga bergantung pada kemampuan 
mengelola arus kas. Literasi bisnis menjadi bagian penting dari kebijakan pajak. 

7. Formalisasi sebagai Investasi Rumah Tangga 
Formalisasi sering dilihat sebagai kewajiban negara terhadap pelaku usaha. Perspektif alternatif 

melihat formalitas sebagai investasi rumah tangga dalam reputasi. Identitas legal, catatan pajak, transaksi 
bank, dan izin dapat meningkatkan kredibilitas. 

Usaha formal lebih mudah menandatangani kontrak, memasok perusahaan besar, masuk pengadaan, 
dan menggunakan layanan keuangan. Reputasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi pendapatan yang 
lebih tinggi. 

Namun manfaat formalitas tidak langsung. Pada tahap awal, pelaku menghadapi biaya registrasi, 
waktu, dan pembelajaran. Kebijakan perlu memastikan benefit path jelas. 

Pajak dapat menjadi bagian dari formalization bundle. Saat mendaftar, pelaku sebaiknya memperoleh 
panduan pembukuan, akses klinik usaha, informasi pembiayaan, dan link ke pasar. Pendekatan ini 
mengubah pengalaman dari “mendaftar untuk dipungut” menjadi “mendaftar untuk bertumbuh”. 
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Koperasi dan asosiasi dapat membantu. Mereka menyediakan pendampingan kolektif, mengurangi 
biaya konsultan, dan membangun norma kepatuhan. 

Formalisasi juga meningkatkan bargaining power rumah tangga. Dengan invoice dan kontrak, pelaku 
lebih mudah menagih pembayaran atau menyelesaikan sengketa. Ini mengurangi risiko pendapatan. 

Namun pemerintah perlu menjaga proportionality. Usaha sangat kecil tidak boleh dibebani kewajiban 
setara perusahaan besar. Administrasi seharusnya bertingkat sesuai skala dan risiko. 

Jika formalitas memberikan return ekonomi, kepatuhan menjadi lebih sustainable. Rumah tangga 
tidak patuh hanya karena takut sanksi, tetapi karena melihat manfaat nyata. 

8. Pembukuan sebagai Teknologi Manajemen Rumah Tangga-Usaha 
Pembukuan sering dianggap urusan pajak. Padahal fungsi utamanya adalah manajemen. Tanpa 

catatan, pemilik sulit mengetahui apakah usaha benar-benar untung, produk mana yang menguntungkan, 
atau berapa modal kerja yang dibutuhkan. 

Usaha keluarga sering mencampur uang pribadi dan bisnis. Keuntungan “terlihat” karena ada uang 
tunai, tetapi sebenarnya modal stok terpakai. Pencatatan membantu mengurangi ilusi laba. 

Pajak dapat menjadi trigger untuk pembukuan. Kewajiban mencatat omzet mendorong pelaku mulai 
menyimpan data. Dari sini dapat berkembang ke pencatatan biaya, laba, persediaan, dan piutang. 

Aplikasi digital membuat pembukuan lebih mudah. Kasir sederhana dapat menghasilkan laporan. 
Pembayaran digital menciptakan histori transaksi. Integrasi yang tepat mengurangi input berulang. 

Namun teknologi tidak cukup. Pelaku perlu memahami arti angka. Pelatihan harus menggunakan 
bahasa praktis: berapa laba per produk, berapa titik impas, berapa uang yang boleh diambil untuk rumah 
tangga. 

Pembukuan juga membantu keputusan investasi. Jika pemilik ingin membeli mesin, ia dapat 
menghitung apakah peningkatan kapasitas menutupi cicilan. Ini meningkatkan kualitas kewirausahaan. 

Bagi pemerintah, pelaku dengan pembukuan lebih baik memiliki risiko kepatuhan lebih rendah. Bagi 
bank, data meningkatkan creditworthiness. Bagi rumah tangga, informasi meningkatkan kontrol keuangan. 

Dengan demikian, kebijakan pajak yang mendorong pencatatan dapat menghasilkan spillover 
produktivitas. 

9. Akses Pembiayaan dan Jejak Pajak 
Kendala modal merupakan masalah klasik usaha kecil. Banyak rumah tangga mengandalkan 

tabungan, pinjaman keluarga, atau kredit informal karena tidak memiliki agunan dan laporan keuangan. 

Jejak pajak dan transaksi dapat mengurangi information asymmetry. Kepatuhan menunjukkan 
kontinuitas usaha dan disiplin administrasi. Data penjualan membantu menilai cash flow. 

Perbankan digital dan fintech memperluas alternative data. Namun penggunaan data harus menjaga 
consent dan privasi. Tujuannya adalah meningkatkan akses, bukan menciptakan pengawasan tanpa 
batas. 
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Kredit yang baik dapat meningkatkan pendapatan jika digunakan untuk investasi produktif: alat, stok, 
pemasaran, atau ekspansi. Kredit konsumtif yang disamarkan sebagai modal usaha justru dapat 
meningkatkan kerentanan. 

Rumah tangga perlu memahami debt service capacity. Cicilan harus dibandingkan dengan arus kas 
konservatif, bukan skenario optimistis. 

Pemerintah dapat menghubungkan formalisasi pajak dengan program pembiayaan, tetapi keputusan 
kredit tetap harus berbasis kelayakan. Subsidi bunga tidak dapat menggantikan model bisnis yang lemah. 

Koperasi simpan pinjam juga dapat berperan karena memiliki informasi lokal. Namun governance dan 
manajemen risiko harus kuat. 

Ketika akses pembiayaan membaik, usaha dapat naik produktivitas. Peningkatan laba kemudian 
meningkatkan pendapatan rumah tangga dan basis pajak. Ini adalah contoh siklus positif. 

10. Gender, Kewirausahaan Perempuan, dan Pajak 
Banyak usaha mikro dijalankan perempuan sebagai bagian dari strategi pendapatan keluarga. Mereka 

sering menggabungkan aktivitas bisnis dengan pekerjaan domestik dan perawatan. 

Beban waktu membuat administrative burden lebih berat. Prosedur yang memerlukan perjalanan, 
antrean, atau jam layanan sempit dapat menurunkan kepatuhan. 

Digital service membantu, tetapi akses perangkat dan literasi harus diperhatikan. Assisted digital 
tetap penting. 

Perempuan juga sering memiliki aset formal lebih sedikit untuk agunan. Pencatatan transaksi dapat 
membantu pembiayaan berbasis cash flow. 

Kebijakan pajak harus netral dan tidak menimbulkan bias melalui desain keluarga, status usaha, atau 
akses informasi. Edukasi perlu menjangkau komunitas perempuan dan koperasi. 

Peningkatan pendapatan perempuan memiliki implikasi kesejahteraan rumah tangga karena sering 
terkait pengeluaran pendidikan, kesehatan, dan nutrisi. 

Karena itu dukungan kewirausahaan perempuan bukan agenda niche. Ia merupakan strategi 
pembangunan human capital. 

Indikator program perlu dipilah menurut gender. Tanpa data, ketimpangan pengalaman tidak terlihat. 

11. Kewirausahaan Pemuda dan Ekonomi Digital 
Pemuda memiliki keunggulan dalam adopsi teknologi dan model bisnis baru. Social commerce, 

content creation, jasa digital, desain, software, dan perdagangan daring membuka peluang dengan modal 
fisik lebih kecil. 

Namun pendapatan digital dapat volatil. Platform mengubah algoritma, persaingan global tinggi, dan 
model monetisasi berubah. Literasi pajak perlu mengikuti karakter ini. 

Kebijakan perlu menjelaskan bahwa digital business tetap memiliki kewajiban sesuai jenis 
penghasilan dan status. Edukasi harus menggunakan bahasa yang relevan, bukan hanya contoh toko fisik. 
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Pembukuan digital dapat lebih mudah karena transaksi terekam. Tantangannya adalah 
menggabungkan pendapatan dari banyak platform. 

Pemuda juga dapat mengembangkan usaha sebagai side hustle sebelum menjadi penuh waktu. 
Sistem pajak sebaiknya tidak menciptakan friction besar pada transisi tersebut. 

Inkubator, kampus, dan komunitas dapat menyediakan pendampingan bisnis sekaligus literasi pajak. 

Kewirausahaan digital dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga tanpa migrasi fisik, terutama 
jika konektivitas daerah baik. 

Pajak yang sederhana dan layanan digital yang stabil mendukung proses ini. 

12. Risiko Usaha dan Ketahanan Pendapatan Rumah Tangga 
Kewirausahaan meningkatkan peluang tetapi juga risiko. Pendapatan tidak tetap, pelanggan dapat 

hilang, harga input naik, dan penyakit dapat menghentikan operasi. 

Rumah tangga perlu membangun buffer melalui tabungan darurat, asuransi, dan diversifikasi 
pendapatan. Kebijakan sosial dan kewirausahaan sebaiknya terhubung. 

Pajak dapat memiliki fungsi stabilisasi dalam krisis melalui penundaan, relaksasi, atau kebijakan 
sementara yang transparan. Namun relief harus tepat sasaran. 

Usaha formal lebih mudah diidentifikasi ketika pemerintah memberikan bantuan krisis. Ini adalah 
manfaat tambahan formalisasi. 

Pencatatan membantu melihat seasonality. Pemilik dapat menyisihkan dana pada bulan ramai untuk 
menghadapi bulan sepi. 

Koperasi dapat menyediakan mutual support dan pembelian bersama ketika harga input naik. 

Belanja publik juga meningkatkan resilience melalui kesehatan, perlindungan sosial, dan 
infrastruktur. 

Tujuan kewirausahaan bukan memindahkan seluruh risiko ekonomi kepada individu. Ekosistem yang 
baik membagi risiko antara rumah tangga, pasar, institusi keuangan, dan negara. 

13. Pajak dan Keputusan Mempekerjakan Pekerja 
Ketika usaha tumbuh, pemilik dapat mempekerjakan pekerja di luar keluarga. Keputusan ini 

meningkatkan pendapatan rumah tangga lain dan memperluas multiplier ekonomi. 

Namun perekrutan membawa biaya gaji, jaminan sosial, administrasi, dan kewajiban lain. Sistem 
harus mudah dipahami agar usaha tidak takut tumbuh. 

Formalisasi pekerjaan meningkatkan perlindungan pekerja, tetapi transisi perlu realistis bagi usaha 
kecil. 

Digital payroll dan layanan terintegrasi dapat mengurangi administrative burden. 

Pajak penghasilan pekerja dan kewajiban pemberi kerja perlu disosialisasikan secara sederhana 
kepada usaha yang baru pertama kali merekrut. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Pajak, Kewirausahaan, dan Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga 
 
 
 

11 

Kebijakan ketenagakerjaan dan pajak harus menghindari cliff yang membuat pemilik memilih tenaga 
informal secara permanen. 

Produktivitas pekerja penting. Pelatihan dan teknologi dapat membuat tambahan pekerja 
menghasilkan nilai lebih besar daripada biaya. 

Dengan demikian, pajak berinteraksi dengan job creation melalui keseluruhan cost of formal 
employment. 

14. Pajak, Konsumsi Rumah Tangga, dan Efek Pengganda Lokal 
Pendapatan usaha tidak hanya dinikmati pemilik. Sebagian dibelanjakan untuk makanan, pendidikan, 

transportasi, perumahan, dan jasa lokal. 

Pengeluaran tersebut menciptakan local multiplier. Pendapatan satu usaha menjadi pendapatan 
usaha lain. 

Pajak mengurangi disposable income secara langsung, tetapi belanja publik dapat menciptakan 
multiplier yang lebih luas. Efek neto bergantung pada kualitas belanja. 

Jika penerimaan digunakan untuk infrastruktur produktif, biaya usaha turun. Jika digunakan untuk 
pendidikan, kualitas tenaga kerja meningkat. 

Transfer sosial juga menstabilkan permintaan lokal saat krisis. UMKM mendapat manfaat dari daya 
beli rumah tangga yang terjaga. 

Karena itu kebijakan pajak harus dianalisis bersama incidence dan expenditure side. Hanya melihat 
tarif memberi gambaran tidak lengkap. 

Pemerintah daerah dapat memperkuat multiplier melalui pengadaan lokal yang kompetitif dan 
investasi fasilitas bersama. 

Kesejahteraan rumah tangga akhirnya bergantung pada kualitas seluruh sirkulasi nilai tersebut. 

15. Tax Morale, Kepercayaan, dan Kemauan untuk Formal 
Kepatuhan bukan hanya hasil ancaman. Pelaku menilai apakah sistem adil, apakah pelayanan baik, 

dan apakah uang publik digunakan dengan benar. 

Tax morale penting pada usaha kecil karena pengawasan penuh sangat mahal. Kepatuhan sukarela 
menurunkan biaya administrasi. 

Kepercayaan dibangun melalui pengalaman: portal berjalan, petugas konsisten, restitusi atau koreksi 
diproses, dan aturan dapat dipahami. 

Kasus korupsi atau perlakuan istimewa dapat merusak tax morale. Pelaku kecil bertanya mengapa 
mereka harus patuh jika pelaku besar dapat menghindar. 

Fair enforcement karena itu melindungi wajib pajak patuh. Penegakan terhadap deliberate evasion 
adalah bagian dari fairness. 

Pada saat yang sama, kesalahan kecil perlu diperlakukan berbeda dari kecurangan sengaja. 
Responsive regulation lebih sesuai. 
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Transparansi penggunaan pajak memperkuat kontrak fiskal. Pelaku melihat hubungan antara 
kontribusi dan layanan. 

Kepercayaan menjadi aset ekonomi karena membuat formalitas lebih mudah diterima. 

16. Pelayanan Publik sebagai Return atas Pajak 
Rumah tangga wirausaha sangat bergantung pada barang publik. Jalan, listrik, internet, pasar, 

keamanan, kesehatan, dan pendidikan menentukan produktivitas. 

Perusahaan besar dapat menyediakan beberapa fasilitas sendiri. Usaha kecil tidak. Karena itu kualitas 
layanan publik memiliki redistributive effect. 

Jalan yang baik menurunkan biaya logistik. Internet memperluas pasar. Kesehatan mengurangi hari 
kerja hilang. Pendidikan meningkatkan keterampilan generasi berikutnya. 

Pajak dapat dipandang sebagai pembiayaan kolektif atas infrastruktur tersebut. Return tidak diterima 
secara individual, tetapi melalui lingkungan produktif. 

Jika layanan buruk, pajak dipersepsikan sebagai extraction. Jika layanan baik, legitimasi meningkat. 

Pemerintah perlu mengukur outcome, bukan hanya anggaran. Pelaku peduli pada waktu tempuh dan 
uptime, bukan nilai proyek. 

Kualitas pelayanan perpajakan sendiri juga penting. Help desk, sistem digital, dan mekanisme 
keberatan membentuk pengalaman. 

Dengan demikian, tax policy dan public service management merupakan dua sisi dari strategi 
kewirausahaan. 

17. Digitalisasi Kepatuhan dan “Invisible Tax Administration” 
Masa depan administrasi pajak bergerak menuju proses yang semakin terintegrasi dengan transaksi 

bisnis. Tujuannya adalah mengurangi kebutuhan pelaku mengisi data berulang. 

Prefilled information, e-invoice, pembayaran digital, dan aplikasi akuntansi dapat menciptakan 
invisible tax administration: kepatuhan terjadi sebagai bagian dari workflow. 

Pendekatan ini sangat relevan bagi rumah tangga karena mengurangi waktu administratif. 

Namun integrasi membutuhkan data governance. Pelaku harus mengetahui data apa yang digunakan 
dan untuk tujuan apa. 

Cybersecurity menjadi bagian dari tax morale. Kebocoran data dapat menghancurkan kepercayaan. 

Assisted digital harus tersedia agar tidak terjadi exclusion. 

AI dapat membantu chatbot, risk scoring, dan deteksi kesalahan. Keputusan signifikan tetap 
membutuhkan accountability dan human review. 

Digitalisasi terbaik adalah yang membuat usaha lebih mudah dikelola sekaligus lebih mudah patuh. 
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18. Kewirausahaan Subsisten vs Kewirausahaan Bertumbuh 
Kebijakan perlu membedakan dua kondisi. Usaha subsisten bertujuan mempertahankan konsumsi 

dasar; usaha bertumbuh mengejar ekspansi, investasi, dan tenaga kerja. 

Tarif dan administrasi yang sama dapat memiliki dampak berbeda. Beban kecil bagi usaha tumbuh 
bisa berat bagi usaha subsisten. 

Ambang dan fasilitas membantu proportionality. Namun pemerintah juga perlu mendorong mobility 
dari subsisten ke produktif. 

Intervensi untuk usaha subsisten dapat fokus pada basic literacy, akses pasar lokal, dan perlindungan 
sosial. Usaha tumbuh membutuhkan pembiayaan, teknologi, ekspor, dan governance. 

Pajak dapat menggunakan segmentasi risiko dan kapasitas. 

Penting pula menghindari romantisasi semua entrepreneurship. Sebagian orang akan lebih sejahtera 
melalui pekerjaan formal yang produktif. 

Kebijakan sebaiknya menyediakan pilihan: entrepreneurship ketika menguntungkan, employment 
ketika lebih sesuai. 

Tujuan akhirnya pendapatan dan kesejahteraan, bukan sekadar statistik jumlah pengusaha. 

19. Koperasi dan Kewirausahaan Rumah Tangga 
Koperasi dapat mengurangi kelemahan skala rumah tangga. Anggota dapat membeli input bersama, 

memasarkan bersama, memperoleh pembiayaan, dan berbagi fasilitas. 

Ini meningkatkan margin tanpa harus setiap usaha menjadi besar. 

Koperasi juga dapat menyediakan layanan akuntansi dan pajak kolektif. Biaya tetap dibagi 
antaranggota. 

Dalam sektor pertanian dan pangan, agregasi meningkatkan bargaining power. 

Namun koperasi harus profesional. Governance lemah dapat mengubah manfaat menjadi risiko. 

Pajak koperasi dan anggota perlu dijelaskan dengan jelas agar tidak terjadi double misunderstanding. 

Digital koperasi dapat memperbaiki pencatatan dan transparansi. 

Jika berjalan baik, koperasi menggabungkan individual entrepreneurship dan collective efficiency. 

Dampaknya dapat terlihat pada pendapatan anggota, bukan hanya SHU organisasi. 

20. Siklus Kewirausahaan–Pendapatan–Fiskal 
Artikel ini mengusulkan kerangka Siklus Kewirausahaan–Pendapatan–Fiskal. Tahap pertama adalah 

opportunity and capability: rumah tangga memiliki keterampilan, akses pasar, dan motivasi. 

Tahap kedua adalah entry dan formalization. Administrasi yang sederhana menurunkan hambatan. 

Tahap ketiga adalah productivity and finance. Pembukuan, teknologi, dan kredit meningkatkan output 
per unit input. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Pajak, Kewirausahaan, dan Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga 
 
 
 

14 

Tahap keempat adalah household income. Laba dan upah meningkatkan kemampuan konsumsi, 
pendidikan, kesehatan, dan tabungan. 

Tahap kelima adalah fiscal contribution. Aktivitas formal menciptakan basis pajak. 

Tahap keenam adalah public value. Penerimaan membiayai infrastruktur dan layanan. 

Tahap ketujuh adalah enhanced capability. Layanan yang lebih baik meningkatkan produktivitas dan 
peluang generasi berikutnya. 

Siklus dapat menjadi vicious jika pajak rumit, layanan buruk, dan pembiayaan sulit. 

Kerangka ini menunjukkan bahwa target pajak jangka pendek perlu diseimbangkan dengan 
pengembangan basis pajak jangka panjang. 

Kebijakan terbaik memperbesar pie ekonomi sehingga penerimaan dan kesejahteraan tumbuh 
bersama. 

21. Agenda Kebijakan Terintegrasi 
Pertama, pertahankan simplicity bagi usaha kecil sambil membangun jalur transisi yang jelas menuju 

pembukuan lebih lengkap. 

Kedua, jadikan registrasi sebagai pintu menuju manfaat: pembiayaan, pengadaan, sertifikasi, dan 
pendampingan. 

Ketiga, ukur compliance cost secara rutin. Kebijakan yang tampak sederhana bagi pemerintah bisa 
rumit bagi pengguna. 

Keempat, integrasikan literasi pajak dengan literasi bisnis dan keuangan rumah tangga. 

Kelima, kembangkan aplikasi pencatatan yang interoperable dan mudah. 

Keenam, terapkan risk-based enforcement untuk membedakan kesalahan, kelalaian, dan 
kecurangan. 

Ketujuh, perkuat perlindungan data dan cybersecurity. 

Kedelapan, gunakan kebijakan gender-responsive dan youth-responsive. 

Kesembilan, kaitkan insentif pajak dengan evaluasi outcome, bukan sekadar jumlah penerima. 

Kesepuluh, tingkatkan kualitas pelayanan publik yang paling produktif bagi usaha kecil. 

Kesebelas, dorong koperasi sebagai shared service platform. 

Keduabelas, ukur keberhasilan melalui pendapatan riil rumah tangga dan ketahanan, bukan hanya 
penerimaan pajak. 

22. KPI dan Dashboard 
Indikator kewirausahaan perlu mencakup start-up rate, survival rate, pertumbuhan omzet, 

produktivitas, dan jumlah pekerja. 

Indikator rumah tangga dapat mencakup pendapatan bersih, volatilitas pendapatan, tabungan, 
kemampuan membayar pendidikan dan kesehatan, serta debt burden. 
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Indikator pajak meliputi filing rate, payment timeliness, biaya kepatuhan, jumlah koreksi, dan 
penggunaan layanan digital. 

Indikator formalitas meliputi rekening bisnis, pembukuan, kontrak, dan akses kredit. 

Indikator trust mengukur fairness, kompetensi, integritas, dan kemudahan layanan. 

Data perlu dipilah menurut skala usaha, gender, usia, wilayah, dan sektor. 

Dashboard sebaiknya tidak menghasilkan satu skor tunggal tetapi menunjukkan hubungan 
antarvariabel. 

Jika kepatuhan naik tetapi pendapatan rumah tangga turun, pemerintah perlu menilai apakah beban 
terlalu besar atau ekonomi sedang melemah. 

Jika pendapatan naik tetapi formalitas stagnan, manfaat formalitas mungkin belum cukup menarik. 

KPI yang baik membantu kebijakan menjadi adaptive. 

23. Studi Kasus Naratif: Keluarga Sari 
Bayangkan keluarga Sari yang menjalankan usaha makanan rumahan. Awalnya penjualan hanya 

kepada tetangga. Pendapatan tidak dicatat dan uang usaha bercampur dengan uang rumah tangga. 

Setelah mengikuti pendampingan, Sari membuka rekening terpisah dan menggunakan aplikasi kas 
sederhana. Ia mengetahui margin setiap produk dan menghentikan dua produk yang tampak laku tetapi 
sebenarnya kurang menguntungkan. 

Registrasi formal membantunya masuk marketplace lokal dan mengikuti bazar pemerintah. Ia belajar 
kewajiban pajak yang sederhana sesuai skala usahanya. 

Histori transaksi selama satu tahun kemudian digunakan untuk mengajukan kredit kecil membeli 
freezer. Kapasitas produksi meningkat dan pemborosan bahan turun. 

Pendapatan keluarga meningkat. Sebagian laba dipakai untuk sekolah anak, sebagian ditabung, dan 
sebagian diinvestasikan kembali. 

Ketika omzet bertambah, Sari tidak takut terhadap pajak karena sudah memahami jalur transisi dan 
memiliki catatan. 

Ia kemudian mempekerjakan satu tetangga paruh waktu. Dampak pendapatan menyebar ke rumah 
tangga lain. 

Kasus hipotetis ini menunjukkan bahwa pajak bukan faktor tunggal. Yang menentukan adalah 
ekosistem: pembukuan, pasar, kredit, teknologi, dan layanan. 

Jika salah satu mata rantai tidak ada—misalnya kredit tidak tersedia atau sistem pajak terlalu rumit—
trajektori dapat berbeda. 

Kebijakan harus dirancang untuk meningkatkan kemungkinan perjalanan positif semacam ini. 

24. Agenda Penelitian 
Penelitian dapat menguji apakah simplifikasi pajak meningkatkan probabilitas formalisasi usaha 

rumah tangga. 
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Studi panel dapat melihat apakah rumah tangga formal mengalami pertumbuhan pendapatan lebih 
cepat setelah mengendalikan karakter awal. 

Eksperimen dapat membandingkan edukasi pajak murni dengan edukasi pajak plus pembukuan. 

Penelitian gender dapat mengukur apakah administrative burden berbeda bagi laki-laki dan 
perempuan. 

Data transaksi dapat digunakan untuk mempelajari seasonality dan cash-flow stress. 

Natural experiment dari perubahan PP 20/2026 dapat membantu menilai respons usaha terhadap 
perubahan eligibility. 

Studi dapat menguji threshold behavior di sekitar batas omzet. 

Penelitian juga perlu mengukur hubungan tax morale dengan kualitas pelayanan publik lokal. 

Outcome rumah tangga perlu lebih luas daripada omzet: konsumsi, pendidikan, kesehatan, tabungan, 
dan resilience. 

Perguruan tinggi dapat bermitra dengan DJP, pemerintah daerah, koperasi, dan lembaga keuangan 
untuk membangun evidence base. 

25. Kesimpulan 
Pajak, kewirausahaan, dan pendapatan rumah tangga membentuk hubungan yang saling terkait. 

Kewirausahaan dapat menjadi sumber mobilitas ekonomi, tetapi keberhasilannya bergantung pada 
ekosistem. 

Pajak yang sederhana dan proporsional menurunkan biaya formalisasi. Formalitas yang bermanfaat 
memperbaiki pencatatan, akses pembiayaan, dan pasar. Produktivitas meningkatkan pendapatan rumah 
tangga. 

PP Nomor 20 Tahun 2026 mempertahankan kemudahan PPh Final 0,5 persen bagi kelompok sasaran 
tertentu dan menajamkan targeting. Implementasi perlu disertai edukasi, kepastian, dan dukungan 
transisi. 

Bagian omzet sampai Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi tetap memperoleh perlakuan nihil PPh 
sesuai ketentuan, memberikan perlindungan bagi lapisan usaha paling kecil. 

Namun pajak hanyalah satu komponen. Pembukuan, kredit, teknologi, kesehatan, pendidikan, 
infrastruktur, dan pasar sama pentingnya. 

Kualitas belanja publik menentukan apakah kontribusi pajak kembali meningkatkan produktivitas. Ini 
adalah inti kontrak fiskal. 

Kebijakan yang terlalu berfokus pada penerimaan jangka pendek dapat menghambat basis pajak 
masa depan. Sebaliknya, kebijakan yang membangun usaha produktif memperbesar pendapatan dan 
penerimaan secara bersamaan. 

Kerangka Siklus Kewirausahaan–Pendapatan–Fiskal menunjukkan virtuous cycle: kemudahan → 
formalitas → produktivitas → pendapatan → kontribusi fiskal → layanan publik → kemampuan yang lebih 
besar. 
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Tujuan akhirnya bukan membuat setiap rumah tangga menjadi pengusaha, tetapi memberi 
kesempatan bagi mereka yang memiliki peluang untuk tumbuh tanpa hambatan administratif yang tidak 
perlu. 

Keberhasilan sistem pajak harus dinilai tidak hanya dari berapa banyak yang dipungut, tetapi dari 
apakah negara mampu membiayai lingkungan di mana warga dapat bekerja, berusaha, menabung, 
berinvestasi, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. 

Matriks Hubungan Pajak–Kewirausahaan–Pendapatan Rumah Tangga 
Dimensi Hambatan Intervensi Dampak Usaha Dampak Rumah 

Tangga 

Masuk formal Registrasi rumit 
Simplifikasi & 
layanan terpadu 

Usaha legal 
Akses peluang 
meningkat 

Pembukuan 
Uang usaha dan 
keluarga 
bercampur 

Aplikasi & 
pelatihan 

Kontrol margin 
Pendapatan lebih 
terencana 

Pajak Ketidakpastian 
Aturan jelas & 
proporsional 

Kepatuhan naik 
Risiko sanksi 
turun 

Pembiayaan 
Tidak ada data 
usaha 

Jejak transaksi & 
pajak 

Akses kredit Investasi produktif 

Digitalisasi 
Literasi dan 
keamanan 

Assisted digital & 
privacy 

Efisiensi 
Waktu keluarga 
hemat 

Ketenagakerjaan Biaya formalitas Payroll sederhana Penciptaan kerja 
Pendapatan 
rumah tangga lain 

Pelayanan publik 
Infrastruktur 
buruk 

Belanja produktif Produktivitas naik 
Kesejahteraan 
meningkat 

Krisis Cash flow rapuh 
Relief sementara 
& perlindungan 

Survival Konsumsi terjaga 

Glossarium 
Administrative burden: Beban waktu, biaya, dan usaha kognitif yang diperlukan untuk memenuhi 
prosedur pemerintah. 

Cash flow: Arus masuk dan keluar uang yang menentukan likuiditas usaha dan rumah tangga. 

Compliance cost: Biaya yang ditanggung wajib pajak untuk memahami, menghitung, melaporkan, dan 
membayar pajak. 

Disposable household income: Pendapatan yang tersedia bagi rumah tangga setelah kewajiban yang 
relevan dan kebutuhan bisnis diperhitungkan. 

Entrepreneurship: Proses mengenali peluang, mengorganisasi sumber daya, menanggung risiko, dan 
menciptakan nilai melalui usaha. 
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Firm splitting: Praktik memecah kegiatan usaha ke beberapa entitas agar masing-masing tampak 
memenuhi kriteria fasilitas tertentu. 

Formalisasi: Proses usaha memasuki sistem legal, administrasi, keuangan, dan perpajakan yang diakui. 

Graduation mechanism: Jalur transisi dari rezim sederhana atau fasilitas menuju rezim umum ketika 
kapasitas usaha meningkat. 

Household resilience: Kemampuan rumah tangga mempertahankan fungsi ekonomi dan konsumsi 
dasar ketika menghadapi guncangan. 

Necessity entrepreneurship: Kewirausahaan yang terutama dipilih karena keterbatasan alternatif 
pekerjaan atau pendapatan. 

Opportunity entrepreneurship: Kewirausahaan yang terutama didorong oleh peluang pasar dan potensi 
pertumbuhan. 

PPh Final UMKM: Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan peredaran bruto bagi wajib pajak tertentu 
sesuai ketentuan. 

Productivity: Nilai output yang dihasilkan relatif terhadap input seperti tenaga kerja, modal, waktu, dan 
bahan. 

Tax base: Basis ekonomi yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

Tax morale: Motivasi intrinsik dan normatif untuk memenuhi kewajiban pajak. 

Working capital: Dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi sehari-hari seperti stok, bahan, dan 
piutang. 
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Lampiran Analitis: Sepuluh Prinsip Pajak Pro-Kewirausahaan Rumah Tangga 

1. Sederhana sejak awal 

Pelaku usaha kecil harus dapat memahami kewajiban dasar tanpa ketergantungan tinggi pada 
konsultan. Bahasa, formulir, dan langkah perlu diuji bersama pengguna nyata. Kesederhanaan mengurangi 
ketakutan masuk formal dan memberi lebih banyak waktu untuk produksi serta penjualan. 

2. Proporsional terhadap kapasitas 
Kewajiban administrasi perlu meningkat seiring skala dan risiko. Usaha subsisten tidak seharusnya 

menghadapi kompleksitas setara perusahaan mapan. Proporsionalitas menjaga fairness sekaligus 
mencegah informalitas. 

3. Menjaga likuiditas 
Timing pembayaran harus mempertimbangkan cash flow. Edukasi perlu membantu pelaku 

menyisihkan dana pajak secara berkala agar kewajiban tidak mengganggu modal kerja atau kebutuhan 
rumah tangga. 

4. Mendorong pembukuan 
Pencatatan tidak boleh dipromosikan hanya sebagai kewajiban pajak. Ia adalah alat untuk memahami 

margin, harga pokok, dan kemampuan investasi. Program pajak dapat menjadi pintu masuk literasi 
manajerial. 

5. Menghubungkan formalitas dengan manfaat 
Registrasi akan lebih menarik jika membuka akses nyata pada pembiayaan, pengadaan, sertifikasi, 

dan pasar. Pemerintah perlu mengurangi jarak antara status formal dan benefit ekonomi. 
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6. Menyediakan jalur naik kelas 
Ketika omzet meningkat, usaha perlu mengetahui apa yang berubah dan kapan. Transisi harus dapat 

diprediksi sehingga pertumbuhan tidak terasa sebagai risiko administratif. 

7. Menggunakan enforcement berbasis risiko 
Sumber daya pengawasan sebaiknya difokuskan pada ketidakpatuhan signifikan. Pelaku yang ingin 

patuh tetapi melakukan kesalahan perlu diberi kesempatan koreksi dan edukasi. 

8. Melindungi data 
Integrasi data bisnis dan pajak harus dibangun dengan keamanan, pembatasan tujuan, dan 

mekanisme koreksi. Digital trust merupakan syarat keberlanjutan digitalisasi. 

9. Mengukur kesejahteraan 
Evaluasi tidak cukup memakai jumlah wajib pajak atau penerimaan. Pendapatan bersih, ketahanan, 

pekerjaan, dan investasi rumah tangga perlu dipantau. 

10. Mengaitkan pajak dengan public value 
Pajak memperoleh legitimasi ketika masyarakat melihat layanan publik yang baik. Produktivitas usaha 

kecil sangat bergantung pada infrastruktur dan human capital yang dibiayai bersama. 

Catatan Kebijakan 
Ketentuan perpajakan bersifat dinamis. Pembahasan regulasi pada artikel ini menggunakan informasi 
resmi yang tersedia hingga Agustus 2026, terutama PP Nomor 20 Tahun 2026 dan penjelasan Direktorat 
Jenderal Pajak. Untuk keputusan operasional, wajib pajak perlu merujuk pada peraturan pelaksana terbaru 
dan kanal resmi Direktorat Jenderal Pajak. 

Lampiran Kebijakan dan Manajerial 

26. Pemisahan Keuangan Usaha dan Keuangan Rumah Tangga 
Salah satu titik lemah paling umum dalam kewirausahaan rumah tangga adalah tidak adanya 

pemisahan yang jelas antara uang usaha dan uang keluarga. Ketika seluruh penerimaan masuk ke dompet 
yang sama, pemilik sulit mengetahui apakah usaha menghasilkan laba atau hanya berputar karena modal 
terus-menerus ditambah dari sumber lain. Ketidakjelasan ini juga mempersulit perhitungan kewajiban 
pajak, pengajuan kredit, dan evaluasi kinerja. 

Pemisahan tidak selalu membutuhkan sistem akuntansi kompleks. Langkah awal dapat berupa 
rekening transaksi khusus, catatan penarikan pemilik, dan kebiasaan menetapkan jumlah tertentu untuk 
kebutuhan rumah tangga. Dengan praktik sederhana ini, pengusaha mulai melihat usaha sebagai entitas 
ekonomi yang harus dijaga keberlanjutannya. 

Dari perspektif pendapatan keluarga, pemisahan juga mengurangi risiko konsumsi berlebihan ketika 
penjualan sedang tinggi. Omzet yang besar pada musim tertentu dapat menciptakan ilusi bahwa rumah 
tangga memiliki banyak uang, padahal sebagian diperlukan untuk membeli stok, membayar utang, atau 
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memenuhi kewajiban pajak. Disiplin keuangan membantu mengubah omzet menjadi pendapatan yang 
lebih stabil. 

Otoritas pajak, lembaga keuangan, koperasi, dan perguruan tinggi dapat menjadikan pemisahan 
keuangan sebagai materi edukasi dasar. Pesannya bukan “buat pembukuan demi pajak”, melainkan “buat 
pembukuan agar keluarga mengetahui kemampuan ekonomi yang sebenarnya”. Ketika manfaat dirasakan 
langsung, kepatuhan administratif menjadi lebih mudah diterima. 

Dalam jangka panjang, pemisahan juga membantu succession dan scale-up. Usaha keluarga yang 
seluruh pengetahuannya berada di kepala pemilik sulit diteruskan. Catatan transaksi, arus kas, pelanggan, 
dan kewajiban menjadikan usaha lebih institutionalized. Inilah salah satu jalan dari self-employment 
menuju enterprise yang lebih berkelanjutan. 

27. Strategi Penetapan Harga, Pajak, dan Margin 
Pelaku usaha mikro sering menetapkan harga berdasarkan intuisi atau mengikuti pesaing. Pendekatan 

ini berisiko karena harga mungkin tidak menutup seluruh biaya. Biaya tenaga keluarga, penyusutan alat, 
kemasan, transportasi, komisi platform, dan pajak kerap tidak masuk perhitungan. Akibatnya omzet naik 
tetapi pendapatan bersih rumah tangga tidak banyak berubah. 

Literasi harga perlu menjadi bagian dari pendampingan kewirausahaan. Pemilik harus memahami 
cost structure, contribution margin, dan break-even point. Pajak kemudian diperlakukan sebagai salah 
satu komponen yang harus direncanakan, bukan kejutan setelah penjualan terjadi. 

Pada skema PPh Final berbasis omzet, pemilik dapat menghitung kewajiban secara relatif mudah. 
Namun kemudahan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan memahami margin. Produk dengan margin 
sangat tipis mungkin membutuhkan strategi harga, efisiensi, atau model bisnis berbeda agar tetap layak. 

Bagi usaha digital, komisi marketplace dan biaya iklan juga perlu diperhitungkan. Penjualan yang 
terlihat tinggi di dashboard belum tentu sama dengan uang yang benar-benar diterima. Pengusaha perlu 
melakukan rekonsiliasi antara gross sales, potongan platform, refund, ongkir, dan pajak. 

Peningkatan kualitas penetapan harga dapat memberi dampak langsung pada rumah tangga. Margin 
yang sehat memungkinkan pemilik membayar dirinya secara wajar, menabung, dan berinvestasi. 
Kebijakan publik yang menggabungkan edukasi pajak dengan pricing literacy karena itu memiliki nilai 
tambah besar. 

Dalam ekonomi yang kompetitif, pemerintah tidak menentukan harga usaha, tetapi dapat 
meningkatkan kemampuan pengusaha membuat keputusan. Ini adalah contoh bagaimana kebijakan 
pajak dapat diarahkan dari sekadar compliance menuju managerial capability. 

28. Pendidikan Anak, Human Capital, dan Pendapatan Antargenerasi 
Peningkatan pendapatan rumah tangga tidak berhenti pada konsumsi saat ini. Salah satu saluran 

terpenting adalah investasi pada pendidikan anak. Ketika usaha keluarga menghasilkan surplus yang lebih 
stabil, rumah tangga dapat membiayai sekolah, kursus, perangkat digital, transportasi, dan kesehatan 
yang meningkatkan human capital generasi berikutnya. 
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Dengan demikian, kebijakan kewirausahaan memiliki efek antargenerasi. Keberhasilan usaha orang 
tua dapat memperluas pilihan anak: melanjutkan usaha, memperoleh pekerjaan formal, atau membangun 
usaha baru dengan keterampilan lebih tinggi. Mobilitas ini memperbesar produktivitas ekonomi. 

Pajak dan belanja publik juga berinteraksi. Rumah tangga membayar pajak, sementara pemerintah 
menyediakan sekolah dan layanan pendidikan. Jika kualitas layanan publik baik, rumah tangga tidak perlu 
menanggung seluruh biaya pendidikan secara privat. Disposable income dapat dialihkan ke investasi lain. 

Hubungan ini memperlihatkan mengapa kualitas belanja sama pentingnya dengan desain pajak. Pajak 
yang efisien tetapi pendidikan publik lemah tidak menghasilkan kontrak fiskal yang kuat. Sebaliknya, 
layanan yang baik meningkatkan return sosial dari kontribusi fiskal. 

Program kewirausahaan juga dapat mengintegrasikan literasi digital dan finansial kepada anak muda 
dalam keluarga usaha. Banyak bisnis keluarga menghadapi masalah suksesi karena generasi muda tidak 
tertarik atau tidak memiliki kemampuan manajerial. Digitalisasi dapat membuat usaha tradisional lebih 
menarik sekaligus produktif. 

Pada akhirnya, peningkatan pendapatan rumah tangga harus dinilai dari kemampuan membangun 
aset manusia. Pendapatan yang lebih tinggi tetapi tidak diterjemahkan menjadi kesehatan, pendidikan, 
dan tabungan mungkin tidak menghasilkan mobilitas jangka panjang. 

29. Kewirausahaan Pedesaan dan Diversifikasi Sumber Pendapatan 
Di wilayah pedesaan, rumah tangga sering memiliki sumber pendapatan yang beragam: pertanian, 

perdagangan kecil, pekerjaan harian, remitansi, dan usaha pengolahan. Diversifikasi ini merupakan 
strategi menghadapi seasonality dan risiko harga komoditas. 

Kebijakan pajak perlu mempertimbangkan kompleksitas tersebut. Pelaku mungkin memiliki beberapa 
jenis pendapatan dengan karakter berbeda. Informasi dan pelayanan harus membantu mereka 
memahami klasifikasi tanpa menambah beban kognitif berlebihan. 

Kewirausahaan pedesaan memiliki potensi besar pada pengolahan hasil pertanian, pariwisata, jasa 
alat mesin, perdagangan input, logistik, dan ekonomi kreatif. Nilai tambah meningkat ketika produk tidak 
hanya dijual sebagai bahan mentah. 

Infrastruktur publik sangat menentukan. Jalan produksi, listrik, internet, irigasi, dan fasilitas 
penyimpanan dapat meningkatkan pendapatan lebih besar daripada subsidi langsung. Di sini hubungan 
pajak dan rumah tangga kembali terlihat: penerimaan yang dibelanjakan produktif memperkuat basis 
pendapatan. 

Koperasi dan BUMDes dapat menjadi mitra, tetapi tidak boleh menggantikan kewirausahaan 
individual secara tidak sehat. Perannya sebaiknya menyediakan shared infrastructure, agregasi, atau 
layanan yang sulit disediakan oleh satu rumah tangga. 

Formalitas di desa perlu dibangun melalui manfaat. Jika registrasi membantu akses pasar dan kredit, 
pelaku lebih tertarik. Jika hanya menambah kewajiban, informalitas akan bertahan. 

Pendekatan rural entrepreneurship karena itu harus menggabungkan pajak, infrastruktur, 
kelembagaan, teknologi, dan pengembangan rantai nilai. 
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30. Peran Pemerintah Daerah dalam Ekosistem Kewirausahaan 
Pemerintah daerah memiliki posisi dekat dengan pelaku usaha. Mereka mengelola banyak layanan 

yang langsung memengaruhi biaya berusaha: perizinan tertentu, pasar, jalan lokal, kebersihan, ketertiban, 
pelatihan, dan fasilitasi investasi. 

Karena itu hubungan pajak pusat dengan pendapatan rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari 
kualitas pemerintah daerah. Pelaku mungkin memperoleh kemudahan PPh, tetapi tetap menghadapi friksi 
besar jika layanan lokal lambat atau tidak konsisten. 

Pemerintah daerah dapat membangun one-stop business support yang menggabungkan legalitas, 
konsultasi pajak, pembiayaan, dan pemasaran. Model ini mengurangi fragmentation. 

Data lokal juga penting. Pemda perlu mengetahui sektor usaha dominan, tingkat survival, bottleneck, 
dan karakter rumah tangga pengusaha. Program pelatihan generik sering tidak efektif karena tidak 
terhubung dengan kebutuhan pasar. 

Insentif daerah sebaiknya digunakan selektif. Pengurangan retribusi atau fasilitasi dapat membantu 
fase awal, tetapi sustainability lebih bergantung pada produktivitas daripada subsidi. 

Pemerintah daerah juga dapat menjadi anchor buyer melalui pengadaan yang kompetitif. UMKM yang 
memenuhi standar memperoleh pasar sekaligus insentif untuk formal. 

Dalam konteks pendapatan rumah tangga, kinerja pemda memengaruhi dua sisi: biaya usaha dan 
kualitas hidup. Layanan kesehatan, sekolah, transportasi, dan keamanan menentukan berapa besar 
pendapatan privat yang harus digunakan untuk mengganti layanan publik. 

31. Kewirausahaan dan Jaring Pengaman Sosial 
Tidak semua usaha akan berhasil. Bahkan usaha yang sehat dapat terdampak penyakit, bencana, atau 

krisis ekonomi. Karena itu kebijakan yang mendorong entrepreneurship harus diimbangi social protection. 

Rumah tangga pengusaha sering tidak memiliki pendapatan tetap. Kontribusi jaminan sosial dapat 
terasa berat pada bulan sepi, tetapi perlindungan sangat penting ketika terjadi risiko besar. 

Desain program perlu fleksibel terhadap pendapatan tidak teratur. Pembayaran yang mudah, 
informasi jelas, dan integrasi dengan platform usaha dapat meningkatkan partisipasi. 

Pajak dan perlindungan sosial memiliki hubungan legitimasi. Warga lebih menerima kontribusi ketika 
melihat negara menyediakan perlindungan terhadap risiko yang tidak dapat ditanggung sendiri. 

Pada saat krisis, data formal memudahkan targeting bantuan. Pelaku yang memiliki identitas usaha 
dan rekening dapat menerima dukungan lebih cepat. Ini menambah nilai ekonomi formalitas. 

Namun program bantuan harus menghindari dependency. Tujuan jaring pengaman adalah mencegah 
household collapse, bukan mempertahankan usaha yang secara struktural tidak viable. 

Pendampingan pascakrisis dapat membantu restrukturisasi utang, perubahan model bisnis, atau 
transisi ke pekerjaan lain. 

Kesejahteraan yang berkelanjutan memerlukan kombinasi entrepreneurship, insurance, dan public 
protection. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Pajak, Kewirausahaan, dan Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga 
 
 
 

24 

32. Pajak dan Keputusan Reinvestasi Laba 
Setelah memperoleh laba, pengusaha menghadapi pilihan antara konsumsi rumah tangga dan 

reinvestasi. Mesin baru, stok lebih banyak, pemasaran, atau perekrutan pekerja dapat meningkatkan 
pendapatan masa depan, tetapi mengurangi konsumsi saat ini. 

Pajak memengaruhi ruang keputusan tersebut. Sistem yang tidak dapat diprediksi membuat 
pengusaha menahan investasi karena takut kebutuhan kas mendadak. Kepastian fiskal memiliki nilai 
investasi. 

Pembukuan membantu memisahkan retained earnings dan penarikan pemilik. Rumah tangga dapat 
menetapkan target reinvestasi sebelum membagi laba. 

Kebijakan kredit juga berinteraksi. Jika akses pembiayaan baik, pengusaha tidak harus membiayai 
seluruh investasi dari laba internal. Ini memungkinkan konsumsi keluarga tetap stabil. 

Namun utang memiliki risiko. Keputusan reinvestasi sebaiknya berdasarkan return yang realistis, 
bukan optimism bias. 

Pemerintah dapat menyediakan investment readiness program yang mengajarkan cash-flow 
projection dan analisis sederhana. 

Dalam jangka panjang, reinvestasi adalah saluran utama yang mengubah self-employment menjadi 
business growth. Jika pajak terlalu berat atau administrasi tidak pasti, saluran ini melemah. 

Karena itu stabilitas dan simplicity dapat memiliki efek pertumbuhan yang melampaui nilai nominal 
insentif. 

33. Perpajakan dan Keadilan Antarrumah Tangga 
Kebijakan pajak juga harus dilihat dari distribusi. Rumah tangga dengan pendapatan sama dapat 

memiliki struktur ekonomi berbeda: satu memperoleh gaji tetap, lainnya memiliki usaha dengan risiko 
tinggi. Sistem harus mempertimbangkan fairness tanpa menciptakan celah arbitrase. 

PPh Final sederhana bagi usaha kecil merupakan trade-off. Ia mengurangi biaya administrasi tetapi 
tidak selalu mencerminkan laba riil. Karena itu targeting dan ambang penting. 

Keadilan vertikal menuntut kontribusi lebih besar dari kemampuan ekonomi lebih tinggi. Keadilan 
horizontal menuntut perlakuan konsisten antar pelaku setara. 

Persepsi fairness memengaruhi tax morale. Rumah tangga kecil dapat kehilangan kepercayaan jika 
melihat pelaku besar menyalahgunakan fasilitas. 

Di sisi pengeluaran, keadilan juga berarti akses layanan publik yang merata. Rumah tangga di daerah 
miskin tidak boleh menerima pendidikan dan kesehatan jauh lebih buruk hanya karena basis pajaknya 
kecil. 

Transfer fiskal antarwilayah memiliki fungsi redistribusi untuk mengurangi perbedaan tersebut. 

Dengan demikian, kebijakan pajak dan kewirausahaan tidak hanya mengejar efisiensi tetapi juga 
legitimacy. 

Pertumbuhan pendapatan rumah tangga akan lebih diterima secara sosial jika peluang dan aturan 
dipersepsikan adil. 
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34. Menghindari Jebakan Informalitas Permanen 
Informalitas dapat menjadi strategi bertahan yang rasional ketika biaya formalitas tinggi dan manfaat 

rendah. Namun dalam jangka panjang, informalitas permanen membatasi akses kredit, kontrak, skala 
pasar, dan perlindungan hukum. 

Kebijakan perlu mengubah cost-benefit calculation. Formal harus lebih mudah dan lebih bermanfaat. 

Pendekatan represif semata dapat mendorong usaha semakin tersembunyi. Sebaliknya, amnesti 
tanpa batas dapat menciptakan ekspektasi bahwa kepatuhan tidak perlu. 

Strategi efektif adalah kombinasi facilitation, incentive, education, dan enforcement bertahap. 

Tahap awal fokus pada registrasi sederhana dan manfaat. Tahap berikutnya pada pembukuan. Ketika 
kapasitas meningkat, kewajiban menjadi lebih lengkap. 

Data lintas instansi dapat membantu, tetapi governance harus ketat. Tujuannya bukan memburu 
usaha kecil, melainkan mengurangi duplikasi dan meningkatkan pelayanan. 

Koperasi, asosiasi, dan platform digital dapat menjadi intermediary yang dipercaya. 

Keberhasilan diukur dari berapa banyak usaha yang bertahan dan tumbuh setelah formal, bukan 
sekadar jumlah registrasi. 

35. Penutup Manajerial: Dari Kepatuhan menuju Kapabilitas 
Inti pendekatan artikel ini adalah perubahan orientasi. Pajak bagi usaha rumah tangga sebaiknya tidak 

dikelola hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi sebagai bagian dari perjalanan membangun 
kapabilitas ekonomi. 

Kapabilitas mencakup kemampuan mencatat, menghitung margin, mengelola kas, menggunakan 
teknologi, memperoleh pembiayaan, memasuki pasar, dan menghadapi risiko. Ketika kemampuan 
tersebut meningkat, kepatuhan menjadi lebih mudah karena bisnis menjadi lebih terstruktur. 

Pemerintah juga memperoleh manfaat. Data lebih baik, basis pajak lebih luas, dan biaya pengawasan 
lebih rendah. 

Rumah tangga memperoleh manfaat melalui pendapatan yang lebih stabil, akses peluang, dan 
ketahanan. 

Lembaga keuangan memperoleh data yang lebih kredibel. Pasar memperoleh pemasok yang lebih 
andal. Koperasi memperoleh anggota yang lebih profesional. 

Karena itu indikator reformasi pajak perlu mencakup peningkatan kapabilitas wajib pajak, bukan 
hanya penerimaan dan jumlah laporan. 

Pendekatan ini cocok dengan paradigma pelayanan publik modern: pemerintah tidak hanya mengatur 
tetapi juga memungkinkan warga berhasil. 

Ketika kewirausahaan tumbuh secara produktif, pajak dan kesejahteraan tidak menjadi tujuan yang 
saling bertentangan. Keduanya dapat berkembang dalam satu siklus ekonomi yang sehat. 
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36. Pendekatan Behavioral dalam Mendorong Kepatuhan Pengusaha Kecil 
Kepatuhan pajak dapat ditingkatkan bukan hanya melalui perubahan tarif dan sanksi, tetapi juga 

melalui desain perilaku. Pengusaha kecil menghadapi banyak keputusan setiap hari sehingga perhatian 
mereka terbatas. Surat yang panjang, terminologi teknis, dan proses yang membutuhkan banyak langkah 
dapat menimbulkan procrastination meskipun niat untuk patuh sebenarnya ada. 

Behavioral insight menyarankan penggunaan pesan yang sederhana, pengingat tepat waktu, default 
yang membantu, dan informasi yang relevan dengan kondisi pelaku. Misalnya, notifikasi yang 
menyebutkan langkah konkret dan tanggal jatuh tempo lebih mudah ditindaklanjuti daripada penjelasan 
umum yang panjang. 

Norma sosial juga dapat berpengaruh. Informasi bahwa mayoritas pelaku sejenis telah memenuhi 
kewajiban dapat memperkuat persepsi kepatuhan sebagai perilaku normal. Namun pesan harus akurat 
dan tidak manipulatif. 

Loss aversion dapat dimanfaatkan secara hati-hati dengan menjelaskan konsekuensi keterlambatan, 
tetapi komunikasi yang hanya bernada ancaman dapat merusak trust. Pendekatan terbaik 
menggabungkan kemudahan, fairness, dan deterrence. 

Bagi rumah tangga, pengingat untuk menyisihkan pajak secara berkala dapat mencegah shock 
likuiditas. Aplikasi dapat menawarkan fitur “tax pocket” yang memisahkan sebagian penerimaan tanpa 
langsung menyetorkannya sampai waktu pembayaran. 

Behavioral design juga dapat digunakan dalam pelatihan. Alih-alih memberi modul panjang, pelaku 
dapat diajak melakukan tindakan kecil: membuka rekening terpisah, mencatat penjualan selama tujuh 
hari, atau menghitung margin satu produk. 

Keberhasilan intervensi perlu diuji melalui eksperimen dan data, bukan asumsi. Pemerintah dapat 
melakukan randomized messaging trial dengan tetap menjaga etika dan privasi. 

Pendekatan behavioral penting karena banyak ketidakpatuhan kecil bukan hasil niat jahat, tetapi 
akibat complexity dan limited attention. Mengurangi friksi dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus 
kualitas manajemen usaha. 

37. Kewirausahaan, Pajak, dan Produktivitas Tenaga Kerja Keluarga 
Usaha rumah tangga sering menggunakan tenaga kerja keluarga tanpa kontrak dan tanpa pencatatan 

jam kerja. Dalam jangka pendek pola ini menurunkan biaya tunai, tetapi dapat menyembunyikan 
produktivitas rendah. Laba terlihat tinggi karena biaya tenaga kerja tidak dihitung. 

Untuk menilai apakah usaha benar-benar menciptakan nilai, pemilik perlu memperkirakan 
opportunity cost tenaga keluarga. Jika anggota keluarga bekerja penuh waktu tetapi pendapatan tambahan 
sangat kecil, mungkin ada alternatif ekonomi yang lebih baik. 

Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui spesialisasi tugas, teknologi, standar proses, dan 
pelatihan. Ketika output per jam meningkat, pendapatan rumah tangga dapat bertambah tanpa 
memperpanjang waktu kerja. 

Pajak tidak seharusnya mendorong usaha mempertahankan struktur informal tenaga keluarga semata 
agar administrasi lebih sederhana. Sistem ketenagakerjaan dan pajak perlu menyediakan jalur transisi 
yang mudah ketika usaha mulai mempekerjakan secara lebih formal. 
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Pemisahan gaji dan laba juga penting. Pemilik yang bekerja aktif dapat membedakan kompensasi atas 
tenaga kerja dengan return atas modal. Meski usaha mikro tidak perlu menggunakan konsep kompleks, 
pemahaman dasar membantu perencanaan. 

Digital scheduling dan aplikasi produksi dapat membantu usaha kecil mengukur waktu dan output. 
Data tersebut berguna untuk menentukan apakah penambahan pekerja atau alat baru lebih efisien. 

Dari perspektif kesejahteraan, produktivitas lebih penting daripada jam kerja panjang. Rumah tangga 
membutuhkan waktu untuk pendidikan, perawatan, dan kehidupan sosial. Kewirausahaan yang 
mengharuskan seluruh keluarga bekerja berlebihan dengan pendapatan rendah bukan bentuk mobilitas 
yang ideal. 

Kebijakan kewirausahaan karena itu perlu mengukur earnings per worker dan hours worked, bukan 
hanya omzet. Pajak yang mendukung usaha produktif pada akhirnya memperkuat kualitas pekerjaan 
keluarga. 

38. Perencanaan Pajak yang Legal vs Penghindaran Agresif 
Pengusaha berhak mengelola usahanya secara efisien dan memanfaatkan fasilitas yang memang 

tersedia. Perencanaan pajak legal berbeda dari penghindaran agresif yang mengeksploitasi celah atau 
menyamarkan substansi ekonomi. 

Bagi UMKM, garis tersebut perlu dijelaskan secara sederhana. Memilih bentuk usaha yang sesuai, 
menggunakan biaya yang dapat diakui, atau memanfaatkan fasilitas berdasarkan kriteria adalah bagian 
dari perencanaan yang wajar. Memecah usaha secara artifisial hanya agar omzet setiap entitas berada di 
bawah batas fasilitas dapat melanggar spirit dan ketentuan. 

PP 20/2026 menekankan penargetan fasilitas yang lebih tepat dan mencegah praktik firm splitting. 
Pesan kebijakannya adalah bahwa simplicity tidak boleh menjadi celah bagi pelaku yang sebenarnya 
sudah memiliki kapasitas lebih tinggi. 

Tax advisor, konsultan, dan penyedia jasa pembukuan memiliki peran etis. Mereka sebaiknya 
membantu usaha patuh dan efisien, bukan menjual skema yang meningkatkan risiko hukum. 

Rumah tangga perlu memahami bahwa risiko sengketa pajak dapat memiliki dampak besar terhadap 
aset keluarga, reputasi, dan likuiditas. Strategi yang tampak menghemat pajak jangka pendek dapat mahal 
jika menimbulkan sanksi. 

Pemerintah juga perlu memberi certainty. Aturan anti-abuse yang terlalu kabur dapat membuat pelaku 
takut mengambil keputusan bisnis yang sah. Guidance dan contoh kasus membantu. 

Kepatuhan yang sehat tidak berarti membayar lebih dari yang diwajibkan. Ia berarti memahami hak 
dan kewajiban, memanfaatkan fasilitas secara legitimate, dan menyampaikan informasi secara benar. 

Dengan framing ini, literasi pajak menjadi bagian dari risk management kewirausahaan. 

39. Inflasi, Pajak, dan Daya Beli Rumah Tangga Wirausaha 
Inflasi memengaruhi usaha rumah tangga melalui dua sisi. Harga input naik sehingga modal kerja 

meningkat, sementara konsumen mungkin menahan belanja. Pengusaha menghadapi tekanan untuk 
menaikkan harga tetapi takut kehilangan pelanggan. 
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Omzet nominal dapat meningkat karena harga naik tanpa peningkatan volume atau laba riil. Dalam 
sistem yang menggunakan ambang omzet, inflasi dapat membuat usaha lebih cepat mendekati threshold 
meskipun kapasitas riil tidak banyak berubah. Ini merupakan isu desain yang perlu dipantau dari waktu ke 
waktu. 

Rumah tangga juga menghadapi kenaikan biaya hidup. Jika laba usaha tidak mengikuti inflasi, 
pendapatan riil turun meskipun angka nominal meningkat. 

Pajak perlu dianalisis dalam konteks ini. Beban nominal yang tampak stabil dapat menjadi lebih berat 
atau lebih ringan tergantung perubahan margin dan harga. 

Kebijakan publik dapat membantu melalui stabilitas makro, infrastruktur logistik, dan kompetisi 
pasar. Menekan biaya distribusi sering lebih efektif daripada subsidi harga yang luas. 

Pengusaha perlu meningkatkan kemampuan repricing dan inventory management. Produk dengan 
margin rendah dapat memerlukan perubahan ukuran, supplier, atau strategi bundling. 

Pembukuan yang baik memungkinkan pemilik membedakan kenaikan penjualan karena volume dari 
kenaikan karena harga. Ini penting untuk keputusan investasi. 

Dari perspektif fiskal, pemerintah perlu menghindari bracket creep atau threshold distortion yang tidak 
disengaja jika inflasi berlangsung lama. Evaluasi berkala terhadap parameter nominal dapat menjaga 
fairness. 

Kesejahteraan rumah tangga harus diukur secara riil. Tujuan kebijakan adalah meningkatkan 
purchasing power, bukan sekadar angka pendapatan nominal. 

40. Peran Perguruan Tinggi dalam Ekosistem Pajak dan Kewirausahaan 
Perguruan tinggi dapat memainkan peran penting sebagai jembatan antara kebijakan, pengetahuan, 

dan kebutuhan pelaku usaha. Mahasiswa serta dosen dapat membantu klinik bisnis, pembukuan, digital 
marketing, riset pasar, dan literasi pajak. 

Model service learning memungkinkan mahasiswa belajar dari persoalan nyata sambil memberi 
manfaat kepada masyarakat. Program studi manajemen, akuntansi, teknologi informasi, komunikasi, dan 
desain dapat bekerja lintas disiplin. 

Klinik pajak yang sudah ada di banyak kampus dapat diperluas dari compliance assistance menuju 
business capability assistance. Pelaku tidak hanya dibantu mengisi kewajiban, tetapi juga memahami 
hubungan antara pencatatan dan pengambilan keputusan. 

Perguruan tinggi juga dapat mengevaluasi dampak kebijakan secara independen. Survei longitudinal 
terhadap UMKM binaan dapat mengukur apakah pendapatan, survival, formalitas, dan akses kredit 
membaik. 

Data lokal yang dikumpulkan secara etis dapat membantu pemerintah daerah merancang program 
lebih tepat. Temuan akademik dapat diterjemahkan menjadi policy brief, bukan hanya artikel jurnal. 

Bagi mahasiswa, interaksi dengan pengusaha mikro meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas 
informal economy. Mereka belajar bahwa solusi tidak cukup berupa teori tarif atau model bisnis. 

Perguruan tinggi juga dapat membantu digitalisasi dengan mengembangkan prototipe aplikasi 
sederhana, dashboard, dan modul pembelajaran. 
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Kolaborasi perlu berkelanjutan. Pendampingan satu kali jarang cukup. Program semester atau multi-
year lebih mungkin menghasilkan perubahan. 

Dalam kerangka artikel ini, universitas merupakan institution of capability building yang memperkuat 
siklus kewirausahaan, pendapatan, dan fiskal. 

41. Rekomendasi Strategis untuk Lima Tahun 
Dalam horizon lima tahun, strategi pertama adalah membangun ekosistem administrasi usaha kecil 

yang benar-benar terpadu. Registrasi, perpajakan, pembiayaan, dan layanan bisnis perlu semakin 
interoperable dengan prinsip perlindungan data. 

Strategi kedua adalah menjadikan pembukuan digital sederhana sebagai infrastruktur ekonomi. 
Pemerintah tidak harus menyediakan satu aplikasi tunggal, tetapi dapat menetapkan standar 
interoperabilitas agar pelaku memiliki pilihan. 

Strategi ketiga adalah mengembangkan indikator household outcomes. Program UMKM harus dinilai 
dari pendapatan riil, tabungan, resilience, dan kualitas pekerjaan. 

Strategi keempat adalah memperkuat graduation support. Usaha yang mendekati perubahan rezim 
perlu mendapat notifikasi, edukasi, dan konsultasi lebih awal. 

Strategi kelima adalah memperluas assisted digital untuk wilayah dan kelompok yang tertinggal. 
Transformasi tidak boleh menciptakan digital divide baru. 

Strategi keenam adalah memperkuat integritas dan fairness enforcement. Penyalahgunaan fasilitas 
harus ditindak agar legitimasi kebijakan terjaga. 

Strategi ketujuh adalah meningkatkan kualitas public spending yang langsung memengaruhi 
produktivitas UMKM: logistik, konektivitas, pendidikan vokasi, dan kesehatan. 

Strategi kedelapan adalah membangun kemitraan pemerintah-kampus-koperasi-lembaga keuangan 
untuk pendampingan yang scalable. 

Strategi kesembilan adalah menggunakan eksperimen kebijakan dan evaluasi berkala. Tidak semua 
program harus diperluas sebelum terbukti efektif. 

Strategi kesepuluh adalah menjaga narasi bahwa pajak dan kewirausahaan bukan musuh. Sistem 
fiskal yang sehat membutuhkan usaha yang sehat, sementara usaha yang produktif membutuhkan negara 
yang mampu menyediakan barang publik. 

Jika strategi tersebut dijalankan konsisten, peningkatan pendapatan rumah tangga tidak hanya 
menjadi efek samping pertumbuhan, tetapi outcome yang sengaja dikejar melalui desain kebijakan. 

42. Etika Kewirausahaan, Kepatuhan, dan Reputasi 
Kewirausahaan rumah tangga berkembang tidak hanya melalui modal dan pasar, tetapi juga reputasi. 

Pelanggan, pemasok, bank, dan pemerintah membangun penilaian terhadap konsistensi, kejujuran, dan 
kemampuan pemilik memenuhi komitmen. Kepatuhan pajak dapat menjadi salah satu unsur dari reputasi 
formal tersebut. 
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Etika usaha penting karena rumah tangga sering sangat bergantung pada nama pribadi pemilik. 
Sengketa, praktik manipulatif, atau ketidakjujuran dapat langsung memengaruhi kepercayaan pelanggan. 
Dalam usaha kecil, pemisahan antara reputasi perusahaan dan reputasi keluarga sering sangat tipis. 

Pemerintah sebaiknya tidak menyampaikan kepatuhan hanya sebagai kewajiban legal, tetapi juga 
sebagai bagian dari praktik bisnis yang kredibel. Pembukuan yang benar, invoice yang jelas, kontrak 
sederhana, dan pembayaran kewajiban tepat waktu membentuk pola disiplin yang sama. 

Bagi generasi muda, pendidikan kewirausahaan perlu memasukkan etika fiskal, perlindungan 
konsumen, data privacy, dan tanggung jawab terhadap pekerja. Kewirausahaan yang sukses bukan 
sekadar menghasilkan laba, tetapi menciptakan nilai tanpa memindahkan biaya secara tidak adil kepada 
pihak lain. 

Reputasi yang baik dapat diterjemahkan menjadi economic capital. Pemasok memberi termin 
pembayaran lebih baik, bank lebih percaya, dan pelanggan melakukan repeat purchase. Dengan demikian, 
integritas memiliki return yang nyata. 

Pada level masyarakat, norma kepatuhan juga bersifat kolektif. Jika penghindaran dianggap biasa, 
pelaku yang patuh merasa dirugikan. Sebaliknya, jika integritas menjadi norma, biaya transaksi menurun 
karena kepercayaan meningkat. 

Hubungan antara etika, reputasi, dan pajak memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal memiliki dimensi 
budaya. Negara dapat memperkuat budaya tersebut melalui keteladanan, fairness, dan pelayanan yang 
menghormati wajib pajak. 

43. Mengukur Pendapatan Rumah Tangga Secara Lebih Bermakna 
Mengukur keberhasilan kewirausahaan melalui omzet saja dapat menghasilkan kesimpulan keliru. 

Omzet tidak menunjukkan biaya, beban utang, jam kerja, atau kestabilan. Pendapatan bersih juga belum 
sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan jika diperoleh dengan jam kerja ekstrem atau risiko tinggi. 

Indikator rumah tangga perlu mencakup disposable income, volatilitas bulanan, tabungan darurat, 
kemampuan membayar biaya kesehatan dan pendidikan, debt-service ratio, serta kepemilikan aset 
produktif. Data tersebut memberi gambaran lebih utuh tentang economic security. 

Kualitas pekerjaan juga penting. Apakah usaha memberikan fleksibilitas yang bernilai? Apakah 
anggota keluarga mendapatkan waktu istirahat? Apakah anak terlibat dalam pekerjaan secara tidak 
semestinya? Pertanyaan ini perlu masuk evaluasi sosial. 

Dalam penelitian, income smoothing harus diperhatikan. Rumah tangga dapat mengambil lebih 
banyak dari usaha pada satu bulan dan lebih sedikit pada bulan lain. Data tahunan dapat 
menyembunyikan stress jangka pendek. 

Teknologi pembayaran dan aplikasi pembukuan memungkinkan pengukuran lebih baik, tetapi 
penggunaan data harus berbasis persetujuan dan anonimisasi. 

Pemerintah tidak perlu mengumpulkan semua data dari setiap pelaku. Survei sampel yang berkualitas 
dapat cukup untuk menilai outcome kebijakan. 

Indikator yang lebih bermakna akan mengubah orientasi program. Bantuan tidak lagi dinilai hanya dari 
jumlah peserta, tetapi dari apakah keluarga benar-benar lebih aman secara ekonomi. 
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Dengan cara ini, pajak, kewirausahaan, dan kesejahteraan dapat dihubungkan secara empiris, bukan 
hanya normatif. 

44. Refleksi Akhir: Pajak sebagai Bagian dari Ekosistem Kesempatan 
Pajak pada akhirnya adalah salah satu institusi yang membentuk kesempatan ekonomi. Ia 

menentukan bagaimana beban publik dibagi dan bagaimana negara memperoleh sumber daya untuk 
menyediakan barang publik. Bagi rumah tangga wirausaha, kualitas sistem pajak dapat memengaruhi 
keputusan untuk formal, tumbuh, berinvestasi, dan merekrut. 

Namun ekspektasi terhadap pajak harus realistis. Tarif rendah tidak dapat menggantikan akses pasar, 
keterampilan, kesehatan, atau infrastruktur. Demikian pula pelatihan kewirausahaan tidak akan cukup jika 
lingkungan regulasi tidak stabil. 

Kekuatan pendekatan integratif terletak pada kemampuannya melihat trade-off. Negara 
membutuhkan penerimaan, tetapi penerimaan yang berkelanjutan berasal dari basis ekonomi yang sehat. 
Rumah tangga membutuhkan ruang untuk tumbuh, tetapi juga membutuhkan layanan publik yang hanya 
dapat dibiayai secara kolektif. 

Karena itu keberhasilan reformasi tidak seharusnya dipertentangkan antara “pro-pajak” dan “pro-
usaha”. Agenda yang lebih tepat adalah membangun pajak yang pro-produktivitas, pro-formalitas, dan 
pro-kesejahteraan, dengan tetap menjaga fairness serta integritas penerimaan. 

Pada tingkat mikro, keberhasilan terlihat ketika keluarga memiliki pendapatan lebih stabil, mampu 
membiayai pendidikan, mempunyai tabungan, dan tidak mudah jatuh miskin ketika terjadi guncangan. 
Pada tingkat makro, keberhasilan terlihat ketika semakin banyak usaha produktif, basis pajak meluas, dan 
layanan publik meningkat. 

Siklus positif tersebut membutuhkan waktu. Kepercayaan tidak dibangun satu kebijakan, begitu pula 
kapabilitas bisnis. Konsistensi lintas tahun lebih penting daripada program sesaat. 

Dengan orientasi demikian, perpajakan dapat dilihat bukan sebagai ujung dari proses ekonomi, tetapi 
sebagai salah satu simpul dalam ekosistem kesempatan yang memungkinkan warga meningkatkan taraf 
hidup melalui kerja, kreativitas, dan kewirausahaan. 


